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A. Latar Belakang Penelitian

Figh muamalah dengan sangat rinci telah mengatur hubungan
interaksi antar sesama manusia, karena kata muamalah® sendiri memiliki
makna sebagai hukum dan aturan-aturan Allah yang mengatur segala
hubungan antar sesama manusia dalam setiap usahanya guna mendapatkan
semua alat-alat yang mencakup kebutuhan jasmaninya dengan cara yang
shahih dan dibenarkan menurut agama®.

Pada dasarnya, terdapat berbagai macam bentuk istilah kegiatan dari
muamalah sendiri seperti rahn (gadai), ijarah (sewa-menyewa), ba’i (jual-
beli) dan lain sebagainya. Namun salah satu bentuk kegiatan transaksi
yang banyak ditemukan dikalangan masyarakat selain kegiatan jual-beli
adalah maraknya kegiatan gadai yang tak sedikit banyak menimbulkan
masalah. Rahn (gadai) merupakan salah satu kegiatan dari praktek yang
dilakukan manusia dalam menjalin pola hubungan antar sesama, juga
sebagai salah satu upaya cara manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Jika diartikan secara etimologi, kata gadai berarti “lestari dan tetap”.
Gadai juga dapat diartikan sebagai suatu penahanan atau al-habsu. ®

Namun, jika diartikan secara terminologi, rahn memiliki arti menjadikan
sebuah benda atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan

sebagai pembayaran bilamana orang tersebut tidak dapat dan sanggup

! Menurut bahasa, kata mu 'amalah merupakan sebuah masdar dari kata ‘amila-yu’amilu-
muamalatan yang memiliki arti saling melakukan, saling bertidak, saling beramal. Lanjutnya
menurut Louis Ma’aruf pengerttian muamalah adalah hukum-hukum syara’ yang bersangkutan
dengan urusan dunia, serta kehidupan manusia, layaknya perdagangan, jual-beli, pegadaian, sewa-
menyewa, dan lain sebagainya. Lihat Abu Fahmi, dkk. HRD Syariah Teori dan Implementasi,
(Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2014), him. 19.

? Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2.

® Siah Khosyi’ah, Figih Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 187.



untuk membayar hutangnya, demikian definisi menurut para ulama

secara umum.*

Praktik gadai (rahn) sebenarnya tergolong ke dalam prinsip at-

ta’awun (saling tolong menolong) antar sesama manusia, yaitu tatkala

seorang murtahin (yang meminjamkan uang), menolong rahin (orang yang

membutuhkan uang). Prinsip tersebut terdapat dalam Firman Allah SWT
QS. al-Maidah:2 :
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi‘ar-syi‘ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-
id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya
dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah
berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu
kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam,
mendorongmu  berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertag<walah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.

Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 283:

*Yadi Janwari, Figih Lembaga Keuangan Syari’ah, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2015), 102.

® Tim penyusun Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu,

2014), 106.
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.®

Prinsip Gadai juga termaktub dalam Hadist Bukhari Muslim:

“Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan
dengan berutang dari seseorang Yahudi dan Nabi menggadaikan
sebuah baju besi kepadanya.” (H.R. Bukhari dan Muslim). !

Esensi utama dari kandungan keterangan Al-Qur’an dan Hadist di atas
menunjukan akan kandungan normatif yang menegaskan bahwa
sesungguhnya praktik gadai diperbolehkan dalam Islam. Adapun Dasar
hukum lain dari gadai menjelaskan bahwa hukumnya adalah mubah
menurut jumhur ulama.® Kegiatan gadai barang ini sudah terjadi sejak
zaman Rasulullah SAW dimana, beliau pernah menggadaikan baju
perangnya dari besi untuk membeli sebuah makanan dari orang Yahudi.
Kemudian menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat

terus-menerus hingga saat ini. Gadai termasuk kegiatan kebiasaan yang

® Tim penyusun Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahnya , 49.
" Bukhori No. 2513 dan Muslim No. 1603, Kutubut Tis'ah, (Versi Lidwa Pusaka), (Karya

Saltanera Teknologi. 2009).
8 Siah Khosyi’ah, Figih Muamalah Perbandingan, (Bandung: Granada Media, 2010), 190.



sering dilakukan (‘urf)° maka dari itu gadai yang termasuk kedalam ‘urf
shahihah (kebiasaan yang benar), dengan alasan bahwa kebiasaan gadai itu
dilakukan dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan cara

tidak menerapkan sistem riba dalam konsep gadai tersebut.

Selanjutnya, ada ketentuan hukum dalam persoalan gadai yang
memiliki ketetapan dan aturan hukum tersendiri yang sesuai dengan syariat
Islam, sebagaimana juga dengan jenis-jenis persoalan mu’amalah lainya.
Ketentuan hukum tersebut terdiri dari rukun dan syarat serta hal-hal lain
yang telah ditentukan oleh syari’at dan memiliki hubungan erat dengan
praktik rahn tersebut. Maka jikalau saja rukun-rukun dan syarat-syarat gadai
tersebut tidak terpenuhi itu artinya hal tersebut telah bertentangan dengan

kehendak syara’.

Akan tetapi pada faktanya, kenyataanya menunjukan bahwa praktik
gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam praktek yang
menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat
mengarahkan kepada suatu persoalan riba dan gharar. Hal ini dapat dilihat
dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat harus
menambahkan adanya barang gadai (rahin) karena ia harus menambahkan

sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya.®

Sebagaimana fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat
kita pada saat ini, biasanya barang gadai yang menjadi tangguhan
pembayaran hutang dimanfaatkan oleh orang yang memberi pinjaman uang
(orang yang berpiutang/murtahin) ataupun oleh orang yang berutang
(rahin). Namun biasanya ada perbedaan dari barang gadai (marhiin) yang
dimanfaatkan antara marhin yang dimanfaatkan oleh murtahin dengan

marhin yang di manfaatkan oleh rahin yaitu; jika murtahin biasanya dapat

° Kata ‘Urf memiliki pengertian yang tidak hanya dilihat dari segi berulang kalinya suatu
perbuatan itu dilakukan, akan tetapi melihat dari segi perbuatan tersebut benar-benar sudah dikenal
dan diakui oleh masyarakat. Lihat Zulbaidah, Ushul Figh 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 147.

1 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 8.



memanfaatkan benda bergerak, ataupun tidak bergerak yang tergantung
posisi keadaan benda tersebut. Namun, jika Rahin biasanya dapat
memanfaatkan benda yang tidak bergerak saja seperti tanah, perkebunan,

persawahan, rumah dan lain sebagainya.

Praktik tersebut banyak ditemukan biasanya pada praktik gadai
perorangan atau di luar lembaga yang memiliki ijin resmi untuk
melaksanakan prakti gadai, bahkan di Desa-desa biasanya tanah sawabh,
perkebunan dan kendaraan yang telah digadaikan dimanfaatkan sepenuhnya
(baik tanah maupun hasil tanaman) oleh pemberi pinjaman hutang. Terdapat
pula cara lain, bahwa sawah atau kebun yang dijadikan sebagai jaminan itu
diolah oleh pemilik sawah atau kebun itu sendiri dengan syarat hasilnya
dibagi antara pemilik dan pegadai. Kondisi pemilik barang (jaminan) boleh
memanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal tidak boleh bertindak
untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum

ada persetujuan dari pegadai.

Kemudian, terkait pemanfaatan barang rahn atau marhin, Wahbah

Az-Zuhaily, mengklasifikasikan ke dalam dua bagian:

Pertama, pemanfaatan barang rahn oleh rahin atau pihak yang
menggadaikan. Menurut jumhur ulama kecuali Syafi’iyah melarang
adanya pemanfaatan barang rahn oleh rahin dengan beberapa alasan.
Menurut madzhab hanafiyah dan Hanabilah, pemanfaatan tersebut
tidak diperbolehkan kecuali atas izin murtahin. Hal ini berdasarkan
bahwa murtahin memiliki hak untuk menahan barang rahn. Lebih
tegas lagi, madzhab malikiyah melarang hal tersebut meskipun
murtahin memberi izin. Sedangkan menurut madzhab Syafi’iyah,
rahin boleh memanfaatkan barang rahn selama tidak mengurangi nilai
barang tersebut, dengan alasan manfaat barang rahn itu milik rahin.
Akan tetapi, apabila pemanfaatan tersebut mengakibatkan

berkurangnya nilai barang rahn, maka hal ini tidak diperbolehkan



kecuali atas izin murtahin. Seperti menggarap tanah atau lahan yang
digadaikan.'

Kedua, pemanfaatan barang rahn oleh murtahin. Sebagian kalangan
Imam Hanafi, menegaskan bahwa murtahin tidak boleh
memanfaatkan barang rahn kecuali atas izin rahin karena murtahin
hanya memiliki hak untuk menahan barang rahn saja bukan untuk
memanfaatkannya. Namun menurut sebagian yang lain, pemanfaatan
tersebut tetap tidak boleh meski atas izin rahin. Karena hal itu
termasuk dalam riba atau dipersamakan dengan riba, sedangkan
adanya unsur kerelaan tidak menghalalkan riba. Selanjutnya, menurut
Madzhab Malikiyah dan Madzhab Hanabilah, apabila rahin
memberikan izin kepada murtahin untuk memanfaatkan barang rahn
tersebut maka hal ini diperbolehkan selama akad yang digunakan
berupa akad mu’awadlat atau tukar menukar seperti jual beli.
Sebaliknya, apabila akad hutang piutang tersebut berdasarkan akad
gard maka hal ini tidak diperbolehkan, karena termasuk dalam
kategori hutang yang menarik kemanfaatan. Sebagaimana halnya
Madzhab Malikiyah, Madzhab Syafi’iyah juga melarang pemanfaatan
barang rahn oleh murtahin. Hal ini berdasarkan hadits nabi yang
menjelaskan bahwa “gadai barang kepemilikan tidak terlepas dari
pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan
menanggung resikonya” yang artinya bahwa keuntungan dan kerugian
ditanggung oleh rahin. Namun, menurut Madzhab Hanabilah perkara
tersebut diperbolehkan dalam mengambil manfaat dari barang rahn
apabila marhiin nya berupa hewan yang membutuhkan pemeliharaan

dan penjagaan.*

1 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-lslam wa Adillatuh, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), juz
5, 143-145.
12 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuh, 146-149.



Akan tetapi, dalam praktek gadai (rahn) di masyarakat sekarang ini
seperti halnya gadai rumah, kendaraan dan benda berharga lainnya, yang
mana rumah atau barang gadaian tersebut menjadi barang penjamin atau
marhun tidak sedikit diambil manfaatnya dengan disewakan lagi oleh
murtahin kepada pihak lain, sehingga murtahin mendapatkan uang bukan
hanya untuk pengganti pengelolaan marhin tersebut, akan tetapi murtahin
menjadikan benda tersebut sebagai mata pencaharian dari hasil sewa
(ijarah), ba’i, dan menggadaikannya kembali benda tersebut kepada pihak
ketiga. Kemudian hal yang baru-baru ini nampak sering terjadi dimasyarakat
adalah selain banyaknya murtahin yang menyewakan, dan menjual kembali
barang penjamin terhadap orang lain demi keuntungan pribadi murtahin, tak
jarang persoalan dari pihak ke-tiga pun seperti pekerja yang mengurusi
lahan/tanah yang diamanahi oleh murtahin dalam proses pengambilan
pemanfaatan rahn untuk bertani dan menanam kebutuhan pokok layaknya
muncul dengan alih-alih pihak ketiga tersebut menggadaikan kembali hasil
akhir dari pemanfaatan barang gadai yang diamanahi oleh murtahin
kepadanya terhadap orang lain, yang mana hasil puncak dari pemanfaatan
barang tersebut belum pasti kejelasan tolak ukur baik dan buruknya, dengan
mematok harga sesuai dengan apa yang mereka inginkan kepada pihak

murtahin selanjutnya sehingga menimbulkan unsur gharar.

Praktik pegadaian dengan cara memanfaatkan marhin untuk
mengambil keuntungan dari manfaat barang tersebut ini terjadi di wilayah
Kecamatan Rajadesa dimana ada beberapa kasus yang terjadi yakni objek
tersebut diambil manfaatnya untuk mencari nilai komoditas dari manfaat
barang tersebut dengan menyewakan atau menjual manfaat dari barang
tersebut kepada pihak ketiga, kemudian hasil tersebut diambil secara
sepihak oleh pihak yang melakukan akad sewa-menyewa (ijarah) atau jual-
beli (ba’i), hingga ada yang sampai menggadaikan kembali marhiin kepada
pihak ketiga, tanpa atau dengan diketahui oleh pihak rahin ataupun

murtahin.



Praktik pegadaian (rahn) di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis,
bahwa Yogi Ginanjar selaku Camat setempat menjelaskan:
“Pegadaian merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu,
sehingga apabila menghitung jumlah kasus pegadaian yang sudah
terjadi di Rajadesa tidak dapat dipastikan, karena biasanya praktik
pegadaian di Rajadesa dilakukan dengan cara berakad (ijab gabiil)
saja serta bukti tertulis yang diketahui oleh kedua belah pihak yang
berakad, beserta saksi dari keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu
pemerintah setempat tidak memiliki data khusus mengenai jumlah

kasus praktik pegadaian yang terj adi”.®

Mengenai kasus pegadaian yang sudah menjadi kebiasaan bagi
masyarakat Rajadesa, sehingga pemerintah tidak memiliki data secara
khusus, maka dengan itu penulis hanya dapat mengambil sebagian kecil
jumlah praktik rahn dengan adanya sebuah tindakan pemanfaatan barang
jaminan gadaian (marhan) tersebut, oleh para pihak (rakin dan murtahin).
Adapun benda yang menjadi marhiin biasanya adalah benda berharga
berupa: tanah, sawah, kebun, mobil hingga motor. Tanah, sawah, dan kebun
diklasifikasikan kedalam benda tidak bergerak yang menjadi marhiin, maka
dari itu bukanlah wujud benda tidak bergerak tersebut yang dijadikan
jaminan secara jelasnya, melainkan sertifikat bukti kepemilikanlah yang
menjadi jaminannya yang dialihkan dari rahin kepada murtahin. Berbeda
dengan mobil dan motor yang merupakan benda bergerak, dimana wujud
asli dari benda bergerak tersebut yang menjadi jaminannya secara langsung,
tanpa atau dengan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) secara
bersamaan. Dari kasus tersebut 4 merupakan yang berobjek benda bergerak
yakni 2 motor dan 1 mobil, lalu selebihnya dari benda tidak bergerak berupa

2 sawah yang menjadi marhiin.

¥ Hasil wawancara dengan Yogi Ginanjar Sekretaris Camat di Kantor Kecamatan
Rajadesa di jIn. Sirnajaya. Pada bulan Januari.



Proses pemanfaatan marhiin yang dilakukan oleh para pihak tersebut
dengan cara mengambil manfaat dari nilai marhin itu sendiri dengan cara
menjual hasil panen sawah dan dengan menyewakan marhin kepada pihak
ketiga, hingga ada yang menggadaikannya kembali. Namun, hal tersebut
dilakukan tidak adanya izin pihak lain yang berakad rahn sebelum
dengannya. Akan tetapi dari hasil tersebut ada pihak yang membagikan hasil
dari proses pemanfaatan barang tersebut dan ada juga yang tidak

membagikannya sama sekali kepada pihak lain.

Perihal menggadaikan kembali marhiin kepada pihak Kketiga
merupakan tindakan yang tidak tepat, dan melanggar perjanjian sebelumnya,
dengan alasan tindakan tersebut biasanya seringkali merugikan pihak rahin,
dimana ketika rahin ingin kembali menebus marhiin kepada murtahin yang
menjadi jaminan utang-piutang sebelumnya itu tidak berada ditangan
murtahin, sehingga rahin harus menunggu marhin tersebut ditebus kembali

oleh murtahin dari pihak ketiga.

Kemudian, Yogi Ginanjar menjelaskan mengenai pengetahuan
sebagian masyarkat yang biasa melakukan praktik pegadaian, sebagai
berikut:

“Sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa mereka mengetahui
tentang gadai (rahn). Namun demikian, mereka belum mengetahui
tentang hukum pemanfaatan barang gadaian sebagai marhiinnya, halal
atau haram, sehingga banyak yang melakukan praktik memanfaatkan
barang gadaian dengan cara menyewakannya kepada orang lain.”**

Problematika pergadaian saat ini memang sudah semakin kompleks
hingga perlu adanya peninjauan hukum secara mendalam agar permasalahan
terkait gadai yang marak terjadi di masyarakat ini dapat diatasi dengan
memberikan pengetahuan dasar dan mendalam melalui kajian-kajian ilmiah
baik secara verbal maupun non-verbal, melalui sarana langsung ataupun

sarana media lainya.

4 Hasil wawancara dengan Yogi Ginanjar selaku Sekretaris Camat di Kantor Kecamatan
Rajadesa di jIn. Sirnajaya. Pada bulan Januari.
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Berdasarkan persoalan di atas, merujuk Fatwa DSN-MUI Nomor
25/DSN-MUI/111/2002 menegaskan bahwa:

“Marhiin dan segala manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada
prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, kecuali
seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhin dan
pemanfaatannya karena itu hanya sekadar pengganti biaya
pemeliharaan dan perawatannya.™

Namun seperti pada uraian inti dari permasalah yang ada dalam
penelitian ini, praktek gadai-menggadai (rahn) saat ini sering dijadikan
sebagai mata pencaharian baru guna merauk keuntungan besar demi
mendapatkan uang dan kebutuhan kepentingan lainya oleh beberapa
kalangan masyarakat sebagaimana yang terjadi atau dilakukan oleh sebagian

masyarakat di sekitar Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mengenai praktik pegadaian
yang seringkali ada sebuah tindakan pemanfaatan barang gadai untuk
menabahkan keuntungan bagi pihak yang melakukannya dengan cara
menyewakan serta menjual-belikanya. Maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih mendalam tersebut dan menuangkannya dalam
tesis dengan judul IMPLEMENTASI PEMANFAATAN BARANG
GADAI DI MASYARAKAT (Studi Kasus di Kecamatan Rajadesa Kab.

Ciamis).

B. Rumusan Masalah
Dari uraian inti permasalahan pada latar belakang masalah di atas,
dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan gadai tersebut seharusnya objek
gadaian (marhiin) tidak boleh dimanfaatkan untuk dijadikan mata
pencaharian, akan tetapi berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan,
didapati praktik-praktik pemanfaatan terhadap objek gadai (marhin)
sebagai mata pencaharian baru oleh beberapa kalangan masyarakat di

Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis. Berdasarkan latar belakang

> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/111/2002 tanggal 26 Juni 2002
tentang rahn.
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masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian

ini, adalah sebagai berikut :

1.

Bagaimana proses pelaksanaan gadai (rahn) di Kecamatan Rajadesa
Kabupaten Ciamis?

Bagaimana pemanfaatan nilai barang gadaian berupa benda bergerak
dan tidak bergerak (marhiin) untuk mendapatkan keuntungan lebih
yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Rajadesa-
Kabupaten Ciamis?

Bagaimana tinjauan hukum pemanfaatan nilai barang gadaian

(marhiin) berdasarkan persfektif Hukum Ekonomi Islam?

. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian permasalahan di atas, maka tujuan dari

penelitian ini, adalah :

1.

Untuk mengetahui serta menganalisi konsep pelaksanaan gadai (rahn)
di Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis;

Untuk mengetahui serta menganalisis proses praktik pemanfaatan
barang gadaian berupa benda bergerak dan tidak bergerak (marhiin)
bertujuan agar mendapatkan keuntungan lebih yang dilakukan oleh
sebagian masyarakat di Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis;
Untuk mengetahui serta menganalisis hukum memanfaatkan benda

gadaian (marhiin) berdasarkan persfektif Hukum Ekonomi Islam.

. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara

teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kebermanfaatan dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang
telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan studi hukum Islam terutama di bidang ekonomi Islam.
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Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan
bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan dan masukan berupa pengetahuan bagi masyarakat agar
mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum transaksi

praktik gadai (rahn) menurut hukum-hukum yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai pemanfaatan barang gadaian untuk dimanfaatkan
sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Akan tetapi masih
sedikit yang menggunakan perspektif figih mua 'malah. Kebanyakan dari
penelitian yang ada mengenai pemanfaatan barang gadai, melakukan
pengkajian dari aspek hukum Islam. Untuk itu selain dari berdasarkan
hasil survei dan data-data yang diperoleh, peneliti juga berpijak pada
penelitian-penelitian dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.

1. Tesis, Mukhlas *°

Penelitian yang berjudul, “Implementasi Akad [jarah Pada
Pegadaian Syariah Cabang Solo baru”. dilakukan oleh Mukhlas guna
menyelesaikan program pasca sarjana di Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 2010.

Hasil dari penelitian tersebut adalah guna mengetahui akad ijarah
sudah sesuai dengan syariah atau belum, sebagai parameternya Penulis
menyajikan rahn dan ijarah menurut kajian para fugaha, serta
membandingkan dengan Kredit Cepat dan Aman (KCA) di Pegadaian
Konvensional, dari sinilah dapat diketahui sisi persamaan dan perbedaan
antara teori Figh dan praktek dilapangan.

2. Tesis, Maksudin'’

18 Mukhlas, Tesis: Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo baru,
(Surakarta: Progam Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret,
2010).

7 Maksudin, Tesis: Status HUkum Menyewakan Rumah Gadaian, (Bandung: Program
Magister Hukum Ekonomi Syarian, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).
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Penelitian yang berjudul “Status Hukum Menyewakan Rumah
Gadaian”. Penelitian itu dilakukan oleh Maksudin guna menyelesaikan
program pasca sarjana di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018.

Menurut hasil penelitiannya yang dihubungkan secara khusus
dengan pendapat Imam Mazdhab dan fatwa DSN-MUI nomor: 25/DSN-
MUI/111/2002 Tentang Rahn bahwa status hukum menyewakan rumah
gadaian yang terjadi di Kecamtan Pacet Kabupaten Cianjur tidak
diperbolehkan dengan dasar tidak adanya kejelasan waktu yang
menentukan lamanya sewa yang dilakukan oleh pihak pemegang marhiin
kepada pihak lainnya. Sehingga dalam penelitian tersebut menyatakan
berdasarkan menurut pendapat Imam Madzhab dan dan fatwa DSN-MUI
nomor: 25/DSN-MUI/IN/2002 Tentang Rahn tidak memperbolehkan
tindakan pada sewa-menyewa rumah gadaian yang ada di Cianjur.

3. Jurnal llmiah, Nasruddin Yusuf **

Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam
Perspektif Hukum Islam”. Penelitian itu dilakukan oleh Maksudin guna
menyelesaikan program pasca sarjana di Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada
tahun 2018.

Penelitian menerangkan bahwa Para ulama sepakat bahwa orang
yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian
itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang
piutang, dan didalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong
menolong (ta'wun) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih).
Pengambilan keuntungan dengan memanfaatkan barang gadaian adalah
suatu transaksi ribawi. Hak atas hasil dari barang gadaian tetap menjadi
milik si punya barang. Pemanfaatan terhadap barang gadaian dipandang

sebagai penambahan di dalam hutang atau riba.

¥ Nasruddin Yusuf, Jurnal llmiah: Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif
Hukum Islam, (IAIN Menado: Fakultas Syariah dan Hukum, 2006). Vol. 6. No. 2.
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4. Tesis Tri Pudji Susilowati*

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah
Di Perum Pegadaian Semarang” dilakukan oleh Tri Pudji Susilowati guna
menyelesaikan program pasca sarjana pada Program Studi Magister
Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2008.

Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada
beberapa point permasalahan terkait mekanisme gadai dengan sistem
syariah, tinjauan perlindungan hukum para pihak yang terkait dalam
pelaksanaan gadai dengan menggunakan sistem syariah dan mekanisme
dalam pelaksanaan eksekusi barang gadai yang dilaakukan oleh Pegadaian
Syari’ah Perum pegadaian Semarang dengan menggunakan sistem
syari’ah. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa adanya perbedaan
yang mendasar pada mekanisme proses pemungutan biaya dalam bentuk
satuan bunga yang dilakukan oleh Pegadaian Konvensional dengan
memungut bunga secara akumulatif dan berlipat ganda. Adapun
mekanisme pemungutan pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian
Syariah tidak berdasarkan sistem satuan bunga melainkan dengan
menerapkan pembiayaan atasa dasar biaya penitipan, penjagaan,
pemeliharaan, dan penaksiran yang mana jika dibandingkan biaya yang
dikenakan oleh Pegadaian Syari’ah lebih kecil jika disandingkan dengan
mekanisme sistem pemungutan bunga atau biaya yang dilakukan oleh
Pegadaian Konvensional. Sedangkan tindakan lelang merupakan suatu
bentuk upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian
Syari’ah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabanhnya,
pelelangan tersebut dilakukan dengan cara amplop tertutup.
5. Skripsi, Farizul Wafa®

*Tri Pudji Susilowati, Tesis: Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum
Pegadaian Semarang (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro, 2008).

?° Farizul Wafa, Skirpsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai
Pohon Durian Dan Cengkih (Purwekerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jurusan
Muamalah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).
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Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih” dilakukan oleh
Farizul Wafa guna menyelesaikan program sarjana pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syari’ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2019.

Penelitian tersebut berfokus pada tinjauan terhadap ada atau
tidaknya kesesuaian dalam penerapan pemanfaatan barang gadai berupa
pohon durian dan cengkih dengan ketentuan syaria’at dengan
menjadikan analisis kajian prinsip mu’amalat Islam sebagai dasar
analisis dalam kajian tersebut.

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa ada ketidak sesuaian
terkait implementasi prinsip-prinsip syari’ah dalam akad gadai pohon
durian dan cengkih di desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan,
secara ringkai akad tersebut belum sesuai dengan ketentuan gadai
dalam syari’at Islam, sebab masih terdapat unsur ketidak adilan dalam
pembagian dari hasil pengambilan manfaat atas barang gadai tersebut.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa
penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah
sama-sama terletak pada bahasan penelitian yang mengkaji akad gadai
beserta status hukum gadai. Adapun perbedaanya dengan penulis adalah
penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kajian upaya
pemanfaatan marhiin dengan cara menggadaikanya kembali kepada pihak
ketiga dengan atau tanpa izin dari rahin yang ditinjau melalui hukum
ekonomi syari’ah dan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan
menggunakan analisis perspektif fikih mu’amalah beserta elemen tinjauan
hukum lainya seperti Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Islam dan
pendapat para imam madzhab yang tentu fokus penelitian akan banyak
mengkaji masalah hukum menyewakan barang gadaian dan pemanfaatan

barang gadai yang dilakukan oleh murtahin dan pihak orang ketiga. Hal ini
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dilakukan agar penelitian yang dilakukan memiliki ruang analisis yang
berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas berfokus pada
penelitian yang mengkaji persamaan dan perbedaan akad rahn dan ijarah
dengan kajian perspektif para fugaha dan KCA dengan meninjau
persamaan dan perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan.
Dengan demikian nampak jelas penelitian yang dilakukan oleh penulis dan
penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas jelaslah berbeda dan bukan
merupakan plagiat dari penelitian sebelumnya karena adanya perbedaan
fokus penelitian yang jelas memberikan kontras terkait fokus penelitian
yang diambil oleh masing-masing peneliti. Selanjutnya, adapun penelitian
yang dilakukan oleh Maksudin hanya berfokus pada penelitian yang
mengkaji tentang kedudukan atau status menyewakan rumah gadaian yang
disandingkan dengan beberapa pendapat Imam madzhab dan fatwa DSN-
MUI nomor: 25/DSN-MUI/I11/2002 Tentang gadai dengan meninjau lebih
jauh terkait pesoalan tentang kejelasan tempo waktu dalam menyawakan
rumah gadaian tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin
Yusuf hanya terfokus pada kajian analisis pemanfaatan barang gadai
dalam perspektif hukum Islam dengan tanpa meninjau analisis kajian
hukum lainya. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri
Pudji Susilowati yang hanya berfokus pada analisis kajian perbedaan
antara pegadaian konvensional dan pegadaian syari’ah, perlindungan
hukum bagi para pihak yang terkait dalam akad gadai beserta analisis
terhadap mekanisme dalam proses eksekusi barang gadai yang dilakukan
oleh lembaga pegadaian syari’ah. Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Farizul Wafa hanya memfokuskan kajian analisis terhadap kesesuaian
dalam ruang lingkup implementasi pemanfaatan barang gadai berupa
pohon durian dan cengkih menurut prinsip mu’amalat Islam.

Adapun orisinalitas penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini,

berdasarkan kajian pustaka di atas mencakup beberapa hal di bawah ini:
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1. Masalah utama penulis adalah terkait sengketa pemanfaatan
barang gadai yang dilakukan oleh murtahin dan khususnya pihak
ketiga dengan atau tanpa izin dari pemilik gadai yang banyak
dilakukan oleh masyarakatan di Kecamatan Rajadesa Kab.
Ciamis.

2. Analisis kajian dalam penelitian ini terletak pada implementasi
penyelesaian sengketa dan kepastian hukum terkait pemanfaatan
barang gadai yang dilakukan oleh murtahin ataupun pihak ketiga
ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan
beberapa sumber hukum lainya yang sejalan dengan permaslahan
gadai tersebut.

3. Bahan data sumber primer yang digunakan dalam proses analisis
pada penelitian ini berupa: Pertama, hasil wawancara dari
beberapa responden beserta hasil temuan-temuan saat proses
pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rajadesa
Ciamis. Data primer yang didapatkan merupakan jumlah kasus
praktik rahn dengan adanya pemanfaatan marhiin oleh pihak
rahin, murtahin ataupun pihak ketiga; Kedua, marhiin yang
digunakan sebagai jaminan ialah benda bergerak yang berupa
motor dan mobil, dan juga benda tidak bergerak berupa tanah,

dan sawah.

F. Kerangka Pemikiran

Pada mekanisme hukum yang terjadi dalam hidup ini, setiap orang
mempunyai kepentingan terhadap orang lain sebagai mahluk sosial yang
tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya peran dari yang lainya. Maka dari
lingkup dan ruang yang ada di dalamnya, munculah sebuah hubungan hak
dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan
orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang
harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban

tersebut diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya



18

bentrokan dan konflik antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum
yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat
inilah yang disebut dengan hukum muamalat.?

Prinsip-prinsip  mu’amalah sendiri dalam agama Islam telah

ditetapkan, diantaranya:

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu  mubah
(diperbolehkan), kecuali ada Hadist dan Al-Qur’an yang
melarangnya.

2. Kegiatan mu’amalah harus didasarkan pada kerelaan dan bukan
merupakan paksaan.

3. Kegiatan mu’amalah harus berlandaskan kemanfaatan dan
menghindari kemudharatan.

4. Mu’amalah  dilaksanakan  dengan nilai-nilai  keadilan,

menghindari hal-hal mengambil keputusan dalam kesempitan.?

Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia di dalam
memperoleh harta atau pemenuhan hidupnya dilakukan dengan berbagai
kegiatan mua’'malah yaitu salah satunya dengan melakukan gadai (rahn).
Praktik gadai (rahn) ini merupakan aktivitas yang dihalalkan atau
diperbolehkan oleh hukum Islam. Sebagai mana Firman Allah dalam Surat

Al-Bagarah ayat 283, yaitu :

0 33 kg Koot o 55 T ot 220 S WAL Gy o oo 180

>l Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam,
(Yogyakarta: Ull Press, 2000), 11-12.
22 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum, 14.
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

. 2
kerjakan”. 3

Dalam Hadist Riwayat Bukhari-Muslim tertulis :

“Riwayat dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli
makanan dengan berutang dari seseorang Yahudi dan Nabi
menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (H.R. Bukhari dan

Muslim). 2

Melihat konteks dalil-dalil diatas keadaan transaksi rahn itu
disebabkan adanya perintah dari Allah SWT, dan pernah juga dilakukan
oleh Rasulullah SAW. Dimana transaksi jual-beli yang berlandaskan
utang-piutang tersebut dilakukan karena tidak adanya seorang juru tulis
yang menjadi jaminan atas terjadinya kegiatan tersebut, dimana juru tulis
ini adalah sosok yang diperlukan ada dalam kegiatan utang-piutang
tersebut. Akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan
(mudharat) untuk mendatangnkan seorang juru tulis maka dengan cara
menggadaikan suatu baranglah yang menjadi cara terbaik untuk dijadikan

suatu jaminan dalam transaksi utang-piutang tersebut.

2 Tim penyusun Kemenag RI, Mushaf Qu’an Ar-Rahman;Al-Qur'an dan Terjemahnya, 49.
24 Bukhori No. 2513 dan Muslim No. 1603, Kutubut Tis'ah, (Versi Lidwa Pusaka), (Karya
Saltanera Teknologi. 2009).
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Sehingga kegiatan rahn ini tidak mengharuskan adanya juru tulis
sebagai jaminan, namun cukup dengan barang yang digadaikanlah yang
menjadi jaminan utang-piutang. Namun, dengan adanya juru tulis tersebut
itu menjadi lebih baik. Kemudian dapat ditarik ketetapan hukum rahn itu

boleh ditarik dari dalil kaidah ushul Figh yang berbunyi sebagai berikut:
% siae e ol g s Ly gpldi gl

“Apabila suatu yang diperintahkan itu dikerjakan oleh seseorang
sesuai dengan jalannya, maka ia telah keluar (terbebas) dari ikatan
(perjanjian) perintah tersebut.”

Layaknya rahn, utang-piutang yang menjaminkan suatu barang
berharga itu perintah yang dianjurkan apabila kegiatan utang-piutang
tersebut tidak adanya juru tulis yang mencatat kegiatan tersebut, dimana
catatan tersebut harus menjadi bukti jaminan dari transaksi utang-piutang
yang dilakukan. Tetapi dengan rahn bukti perintah untuk mengadakan juru
tulis dengan mengadakan catatan sebagai jaminan bukti itu hilang atau

terbebas karena adanya barang jaminan yang digadaikan.

Transaksi rahn termasuk kedalam kegiatan mua’malah yang
dibolehkan oleh hukum Islam melalui presfektif figh mua’malah yang
diambil dari kaidah figh mua 'malah sebagai berikut:

e g e s 3 of Y as gy sSudd g i

“Asal dari setiap kegiatan mua 'malah itu diperbolehkan, terkecuali

ada dalil yang meninjukan akan keharamanya.”?

Transaksi rahn termasuk kedalam kegiatan mua 'malah yang sudah

dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan telah menjadi kebiasan bagi

25 Abdul Hamid Hakim, Mabadr awaliyah, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), 8.
% Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/I11/2002, Tentang Rahn
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masyarakat untuk memutarkan kegiatan perekonomian dikalangan
masyarakat itu sendiri. Berhubungan dengan suatu kebiasaan maka rahn
termasuk kedalam ‘urf yaitu suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh
masyarakat dan semua masyarakat itu mengetahuinya. Secara kaidah ‘urf
kegiatan rahn ini bisa dikatakan suatu kebiasaan yang tidak bertentangan

dengan syari’at Islam. sebagaimana kaidah ‘urf dibawah ini:

I/ P J/ o
213852 530

“Adat (‘urf) menjadi suatu pertimbangan (dasar) hukum”.

Mengenai suatu kebiasaan tidak melulu diperbolehkan, semua itu
ada syarat ketentuan hingga kebiasaan tersebut diterima oleh kalangan
masyarakat, serta tidak bertentangan denga syari’at Islam. Maka dari itu
‘urf terbagi menjadi dua bagian dilihat dari segi penilaian hukum. Pertama
adalah ‘urf shahih artinya suatu kebiasaan yang sering dilakukan, dikenal,
dan diterima oleh masyarakat sekitar. Begitupun tidak bertentangan
dengan norma agama, peraturan negara. Seperti memberi hadiah kepada
orang tua, memberi THR (tunjangan hari raya), acara halal bi halal, dan
lain sebagainya. Kedua ‘urf fasid artinya suatu kebiasaan yang sering
dilakukan oleh banyak masyarakat namun bertentangan dengan aturan,
norma, undang-undang, hingga sopan santun. Seperti kebiasaan berjudi,

berpesta dengan minum-minuman khamr dan lain sebagainya.

Maka dari itu ‘urf bisa menjadi pertimbangan hukum dengan syarat

bahwa ‘urf:

1. Merupakan kebiasaan yang sudah sering dilakukan dan dikenal
oleh masyarakat sekitar, hingga dapat mendatangkan mashlahat;
2. Merupakan kebiasaan yang masuk akal, tidak melanggar sopan

santun kebiasaan masyarakat;

2" Zulbaidah, Ushul Figih 1, 156.
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3. Tidak bertentangan dengan aturan hukum, norma agama (syari at
Islam).

Jika melihat ketentuan ‘urf diatas kebiasaan rahn termasuk kedalam
‘urf shahih, dengan alasan-alasan yang sesuai dengan poin diatas. Berbeda
halnya dengan transaksi rahn yang dilakukan dengan adanya suatu
tindakan pemanfaatan marhiin, dengan cara menyewakan, menjual, hingga
menggadaikannya kembali kepada pihak lainya. Demikian itu dapat
menghadirkan kemudharatan, bagi pihak lainnya, dan perkara seperti itu
termasuk kedalam Klasifikasi ‘urf fasid dan bertentangan dengan poin-poin
diatas.

Sejauh ini jika melihat sumber dasar hukum dari nash, menyatakan
bahwa kegiatan mua’'malah yang berupa rahn tersebut diperbolehkan,
namun dalam nash tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara
rahn yang sah dan sesuai prinsip hukum Islam dalam presfektif
mua’'malah, maka dari itu para ulama menjelaskan aturan-aturan rahn
melalui ketetapan hukum yang bersandar pada rukun serta syarat sahnya
akad secara umum. Namun, sebelum penjelasan tersebut rahn harus
difahami melalui definisinnya terlebih dahulu sehingga rahn yang sesuai

dengan hukum Islam tersebut dapat ditentukan ketentuannya secara jelas.

Akad rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang
jaminan, agunan, dan tanggungan. Secara etimologi, kata rahn berarti
tetap, kekal, dan jaminan. Dalam islam rahn merupakan sarana saling
tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. ®Sedangkan
Sayyid Sabig menjelaskan bahwa rahn adalah menahan salah satu harta
milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai harga yang baik. Dengan

demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat

?® Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), 251.
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mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara hemat dapat
dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang gadai.”

Secara istilah, rahn berarti menjadikan sebuah barang sebagai
jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran apabila tidak dapat
membayar utang. Hal ini berarti bahwa rahn sama arti dengan borg, yakni
sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa
diambil hak kepemilikanya (disita) apabila pihak yang berutang tersebut

tidak bisa membayar utangnya.®

Pengertian rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam,
yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat ma’un rahin, yang
berarti air yang tenang.*! Gadai dalam fikih Islam disebut rahn. Rahn
adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai

tanggungan utang.
Gadai (rahn) dalam KUHPerdata merupakan:

“Hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berutang atau oleh

orang lain atas namanya.”*

Sedangkan sewa menurut KUHPerdata yaitu:

“Sebuah perjanjian dimana pihak yang satu mengingatkan dirinya
untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang,
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga
yang oleh pihak tersebut belakangan ini  disanggupi

pembayarannya.®® Dalam fatwa DSN-MUI, rahn dimaknai dengan

2 Muhammad Syafi’i Antonio, (Nio Gwan Chung), Islamic Banking (Bank Syariah): dari
Teori ke Praktek, (Gema Insani: Jakarta, 2011), 128.

% yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Rosda: Bandung, 2015), 102.

%1 Wahbah Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), jilid 4,
4204.

%2 pasal 1150 KUHPerdata tentang Gadai

% pasal 1548 KUHPerdata tentang Sewa-Menyewa
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berutang atau meminjamkan sesuatu yang disertai penyerahan

jaminan tertentu.”®*

Ketentuan hukum gadai adalah dengan adanya syarat dan rukun yang
menjadikan sah atau tidaknya gadai (rahn) tersebut, oleh karenanya syarat
dan rukun tersebut harus terpenuhi, karena jika tidak, maka praktik gadai
(rahn) itu menjadi tidak sah. Berikut adalah ayarat dan rukun Gadai
(rahn).

Menurut Al-Jaziry rukun gadai (rahn) ada tiga yaitu:

1. Orang yang melakukan akad yakni rahin dan murtahin;
2. Ma’qud ‘alaih yang mencakup barang gadai dan hutang;
3. Shighat, ijab gabul.®

Rukun-rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat salah satu
diantaranya adalah kedua orang yang melakukan akad harus cakap hukum.
Untuk syarat yang lain para ulama berbeda pendapat.*

Menurut hanafiyah syarat gadai harus memenuhi tiga komponen
yakni syarat in’igad, Syarat sah, dan syarat luzum.

1. Syarat in’igad, terkait dengan barang yaitu marhun harus berupa
harta dan marhin bih berupa barang yang dapat diserah
terimakan.

2. Syarat yang kedua yaitu syarat sah yang berkaitan dengan tiga
hal. Pertama terkait ‘aqad, yakni tidak boleh dikaitkan dengan
waktu tertentu. Kedua terkait dengan marhiin, yaitu bahwa
marhiin harus berupa barang tertentu dan bukan benda najis.
Ketiga terkait dengan rahin dan murtahin, keduanya harus orang

yang berakal.

% Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/II1/2002 tanggal 26 Juni 2002
tentang Rahn.

> Abd Ar-Rahman Al-Jaziry, Al-Figh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘4rba’ah. Terjemahan (Kairo:
Dar Al-Fajar, 2000), 470.

*® Abd Ar-Rahman Al-Jaziry, Al-Figh ‘Ala Al-Madzahib Al- ‘Arba’ah, 47.
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3. Syarat yang ketiga syarat luzum yaitu menyerahkan marhin.*’

Menurut jumhur ulama rukun rahn itu ada empat, yaitu Sighat
(lafadz ijab dan gobul), Rahin dan Murtahin (Orang yang berakad),
Marhun (barang yang dijadikan jaminan), Marhan bih (hutang). Imam
Hanafi berpendapat bahwa rukun rahn itu hanya ijab dan gabul. Di
samping itu menurut meraka, untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn
ini, maka diperlukan al-gabdh oleh pemberi utang. Adapun kedua orang
yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut
Imam Imam Hanafi termasuk syarat-syarat rahn, bukan rukunnya.*®

Syarat jaminan menurut ulama figih adalah sesuai dengan rukun
jaminan itu sendiri. Artinya syarat terkandung di dalam rukunnya. Syarat
jaminan meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, yaitu cakap
bertindak menurut hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut
jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
Menurut Imam Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak
disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja.

2. Syarat sighat (ijab dan gabul). Menurut ulama Hanafiah bahwa
rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan
dengan masa yang akan datang, karena akad gadai (rahn) sama
dengan akad jual beli.

3. Syarat al-marhuin bih (utang) adalah (1) merupakan hak yang
wajib dikembalikan kepada orang yang berpiutang (2) Utang itu
boleh dilunasi dengan barang agunan itu (3) utang itu jelas dan
tertentu.

4. Syarat marhun (barang yang dijadikan agunan), menurut para
pakar fikih, mengemukakan bahwa syarat marhin terdapat 7

syarat, yaitu:

" Abd Ar-Rahman Al-Jaziry, Al-Figh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah, 4T4-477.
%% Nasrun Haroen, Figih Muamalah, 254.
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A. Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya

seimbang dengan utang.

B. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan,
karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan,
disebabkan khamer tidak bernilai harta dan tidak
bermanfaat dalam Islam.

. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.

. Agunan/Jaminan itu milik sah orang yang berutang.

. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.

mm o 0

Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak
bertebaran dalam beberapa tempat.
G. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya

maupun manfaatnya.*

Dari persyaratan dan rukun gadai di atas salah satunya adanya
barang jaminan atau di sebut marhan. Apabila barang jaminan atau
marhin tersebut tidak ada maka praktik gadainya tidak sah atau batal.

Dalam prinsipnya marhin atau barang jaminan itu tidak boleh
diambil manfaatnya, baik oleh r@hin maupun oleh murathin, kecuali ada
izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini karena hak rahin terhadap
marhiin setelah akad ar-rahin bukan milik sempurna atas perbuatan hukum
terhadap barang tersebut. Hak murtahin hanya terbatas pada sifat
kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya.
%0 Sekalipun demikian, ketentuan tersebut bertetentangan dengan prinsip
islam dalam hak milik bahwa hak milik pribadi tidak mutlak, tetapi
memiliki fungsi sosial sebab harta hakikatnya milik Allah dan merupakan
amanah bagi pemiliknya.*!

Menurut jumhur ulama terkecuali madzhab Syafi’iyah yang

melarang pemanfaatatan barang gadai (rahn) oleh rahin dengan beberapa

%% Nasrun Haroen, Figih Muamalah, 254-255.
*° Siah Khosyi’ah, Figih Muamalah Perbangdingan, 193.
*! Siah Khosyi’ah, Figih Muamalah Perbangdingan, 194.
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alasan. Tinjaun hukum pemanfaatan barang gadai rahn oleh Rahin (pihak
yang menggadaikan) menurut madzhab Hanafiyah dan Hanabilah
menegaskan bahwa :

“Pemanfaatan rahn tidak diperbolehkan terkecuali atas izin murtahin
hal tersebut didasari bahwa murtahin memiliki wewenang untuk
menahan barang rahn.”

Sedangkan madzhab Malikiyah lebih mempertegas lagi dalam hal

pelarangan pemanfaatan barang rahn meskipun murtahin memberi izin.
Sedangkan dalam pandangan madzhab Syafi’iyah:

Murtahin diperbolehkan dalam memanfaatkan barang gadai selama
tidak mengurangi nilai dari barang tersebut, dengan alasan
pemanfaatan barang rahn itu adalah milik rahin. Akan tetapi,
apabila  tindakan  pemanfaatan  tersebut = mengakibatkan
berkurangnya nilai barang rahn, maka hal tersebut tidak
diperbolehkan terkecuali atas izin murtahin. Seperti halnya
menggarap tanah atau lahan yang di gadaikan.”42

Jumhur ulama selain madzhab Hanabilah berpandangan bahwa :

“Murtahin tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan Marhin,
terkecuali bilamana rahin tidak membiayai marhin dengan kata
lain murtahin diperbolehkan mengambil manfaat hanya untuk
sekedar mengganti ongkos pembiayaan”.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa :

Murtahin tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan Marhiin dengan
alasan karena murtahin hanya berhak menguasainya dan tidak
diperbolehkan untuk memanfaatkanya. Disisi lain sebagian ulama
Hanafiyah ada yang memperbolehkan untuk memanfaatkan barang
rahn dengan catatan jika diizinkan oleh r@hin karena dengan adanya
izin tersebut maka tidak ada halangan bagi murtahin untuk
memanfaatkan marhiin. Namun sebagian ulama Hanafi lainya
berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan marhiin
meskipun rahin mengizinkanya karena marhun dimantaatkan maka
hasil pemanfaatanya termasuk ke dalam riba karena dalam hal ini
izin tersebut cenderung diberikan karena dorongan keterpaksaan,
khawatir tidak akan memperoleh uang yang akan dipinjam.

%2 \Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuh, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), juz
5, him. 143-145
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Adapun ulama Hanabilah memperbolehkan murtahin memanfaatkan
marhiin bilamana barang gadaian tersebut berupa kendaraan atau hewan.*
Sedangkan ulama Malikiyyah tidak membolehkan murtahin untuk
memanfaatkan marhin sekalipun mendapatkan izin dari rahin. Namun,
murtahin boleh memanfaatkan marhin bilamana dibiarkan dan tidak
diurus oleh rahin baik dengan adanya seizin rahin maupun tidak.
Disamping itu, ulama Syafi’iyyah secara garis besar berpendapat sama
halnya seperti pendapat ulama Malikiyyah.

Adapun ulama Hanabilah memiliki pandangan berbeda dengan
jumhur ulama lainya yaitu :

Jika marhin berupa hewan atau kendaraan maka diperbolehkan
untuk memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar
biaya yang dikeluarkan untuk memberi makan dan menafkahi
marhin. Meskipun tidak diizinkan oleh rahin. Akan tetapi jika
marhiin ~ berupa sesuatu yang tidak memerlukan biaya
pemeliharaan, seperti tanah, maka murtahin tidak boleh
memanfaatkan marhin kecuali seizin rahin.

Dalam pelaksanaan gadai (rahn) pada masa sekarang pemanfaatan
barang jaminan atau marhin (barang gadaian) banyak masyarakat
menggadai barang itu untuk disewakan kembali, bahkan digadaikan
kembali kepada pihak lain. Praktek gadai tersebut merupakan praktik gadai
yang bertentangan dengan prinsip pemanfaatan barang jaminan atau
marhin (barang gadaian).

Dengan demikian, praktek gadai yang dilakukan seperti di atas tidak
diperbolehkan dengan merujuk dari pemanfaatan barang jaminan atau

marhiin menurut hukum syara’ yang berlaku.

G. Definisi Operasional
Berikut adalah beberapa definisi operasional yang menjadi fokus

penelian dalam tesis ini:

1. Rahin : debitur atau pemberi gadai

** Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-lslam wa Adillatuh, 146



2. Murtahin : kreditur atau penerima gadai
3. Marhan : barang gadai atau barang yang dijaminkan
4. Marhan bih : Jumlah utang
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